
WAU KOTA BEKASI 
PROVJNSI JAWA BARAT 

PERATURAN WAL! KO1' A BE.KASI 
NOMOR 34 T AHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PAOA TAM.AN KANAK
KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN 

SEKOLAH OISABILITAS TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

Menimba ng 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA BEKASI, 

a . bahwc1 untuk mela k.,anakan ketentuan PasaJ 18, 
Pasa l 3 1 dan Pc1sa l 50 Pcratu ron Daerah Kata Bekasi 
Norn or 13 Ta h u n 2014 ten tang Pengelolaan dan 
Pe nyelengga nwn Pendid1kan, d1pc rlukan pengelolaan 
peneri maan pcsc rta d1clik baru secara transpa ran, 
objektif, da n a kuntabcl. me mpc rhatikan akses 
pelayanan pcndidika n bagi peserta didjk yang ora ng 
tua/wa linya tida k ma mpu membiayai pendid ikan dan 
kepentin gan pcmbinaa n be rkelanj utan kepada peserta 
didik yang mc mili ki bakat istimewa di bidang i!mu 
pengetahuan, te knologi , seni , dan / atau olahraga. 

b. bahwa pengelolaan pe nerimaan peserta didik baru 
sebagaimana dimaksud huruf a pe rlu disesuaikan 
dengan perkembangan kebutuhan layanan pe ndidikan 
di masyarakat dan penyesuaian tata cara penerimaan 
peserta didik baru terhadap situasi darurat Corona 
Virus Disease 2019 (COVID - 19) ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b , maka perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara 
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak
Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 
dan Sekolah Disabilitas di Kata Bekasi Tahun 
Pelajaran 2020 /2021. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pernbenluka n Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111 , Ta mbahan Le mbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

2 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistern Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; 



.\ U11dn ng U11dnng Nomor 2 ~3 Ta hun 2014 tentang 

P<"'tr1t'l'i 11t 11hnn Dnerflh (Lemba ran Negara Republik 

1111l<HWH in 'fohun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lt'tnl>nr1111 Nrgmu l<epublik Indonesia Nomor 5587) 

!'lc-·bng11imn rrn te lflh diuba h beberapa ka li, terakhir 

dc-· 11 g1 111 Undnng-Und ang Nomor 9 Tahun 20 15 tentang 

Pt·ruli11 hn n Kt·rlun /\t 11s Undang-Undang Nomor 23 

Tnhtln ::? 0 I -"I te ntnn g Pernerin tahan Daerah (Lembaran 

Nc•gflrn l~t·publik Indonesia Tahu n 2015 Nomor 58, 

'1'1unb11 ltnn Lt..: n1bnnrn Negara Republik Indonesia 

N1lll\(\1' ~b79); 

Tahun 2014 ten tang 
(Lemba ran Negara 
2014 Nomor 292, 
Republik Indonesia 

·I. UndHng-Undnng Nomor 30 
l\dn1ini~I rm;i Pcmcrin tahan 
Republik Indones ia TAhun 
TntTtbnhnn Lembara n Negara 
Namur 560 I) ; 

~- l\·rn t urnn Pcmcrinlah Nomor 19 Ta hun 2005 tentang 

S tnnrlnr NAs iona l Pcndidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta hun 2005 Nomor 41 , Tambahan 

Lc·mbnrnn Ncgma Republik Indonesia Nomor 4496) 

scbngRi munn te lah diubah dengan Peraturan 

Pcmcrint:nh Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atns Pcrn t uran Pemerinta h Nomor 19 Tahun 2005 

tcntnng Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, 

Tamba ha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 54 10); 

6. Pcra tu.ran Pemcrintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wa jib Bclajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
THhun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Rcpublik Indonesia Nomor 4863); 

7 . Pcraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, 

Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pcngelolaan dan Penyenggaraan Pendidikan 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

I ndoncsia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

denga n Pernturan Pemerinta h Nomor 66 Tahun 2010 

tenta ng Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 20 l O ten tang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik .Indonesia Ta hun 2010 Nomor 112, 

TRmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5157); 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 

Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Yang 

MC'mi liki Kclainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

dnn / a tau Bakat Istimewa; 



Mem perhatikan 

to . Pcrulur1u1 Mc11tcri l)ul11111 Nc:gt'ri Nur11nr 80 T11hun 20 15 

tentung Pc1nbn1luk1111 Pt'rnluk 11111<11111 Dnc-ruh (Berita 

Ncgnru Rcpuulik lndo11nii1 1 Tnlntn '20 IS Nomor '2036) 

:-;cl>ugai mut 11 1 tclu h dill bu Ii dr·nMu 1.1 I 'c rn tu r11 n Mc:n t.eri 

Dulurn Nq1,ni NL1 111or U0 'l'nliun 2018 l"entang 

Pc-rub1:1lm11 /\tu:-; Pcrnt11rn11 Mc11lt·ri l)1do1n Nc:geri Nomor 

80 Tullu11 20 15 Lcnt1111~ l\ ·mlic1ituk llll Produk llukurn 

Ducrnh (l::kril11 Nq.;mn l~cpublik lndon1·s i11 T11hun 201 9 
No1nur 157); 

I I . Pcrnturun Mn1lcri l-'<'t1didik1111 d1111 l\1· bud11ynnn Nomor 

·H· Tuhu11 20 l q lt'11Lung Pn1nirnuon Pcscrtfl Didik 

Bn ru pmlu Tninu11 Kunnk- Kn nnk. Sckolah Dasar, 

Sck1)luh Mc11 cng11 h Pt rlnn111. St:ko luh Mf'rn.; ngah Alas, 

Sckoluh Mc1w11gu h Kl:jun1n11, 11lu11 BcrHuk Lain Ya ng 

Sedernju t (Bcrit11 Ncg11rn Rcp11blik Indonesia Tahun 

20t 9 Nomor 159 1) : 

l :2 . Peraturon Ducruh Kulu 13clrnsi Nomor L3 Tahun 

2014 tentu11g Pcngclolunn dn11 Pcnyclcnggaraan 

Pendidikan (Len1barnn Docro h Kotu Bckasi Ta hun 

2014 Nomor 13 Seri E); 

13. Peraturnn Dacroh Kota Bckas i Nomor 06 Tahun 

2016 tentung Urusan Pcmcrintahan ya ng Menjadi 

Kewenl:lngan Dnerah Kola Bckasi (Lcmbara n Daerah 

Kota Bekasi Ta hun 20 16 Nor11or 6 Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kola Bekasi Nomor 07 Ta hun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Bekasi (Lemba ra n Daerah Kota Bekasi Tahun 

2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah 

bebera pa ka li , terakhir dcngan Peraturan Daerah Kota 

Bekasi Nomor 02 Ta hun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangka t Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 

Kota Bekasi Ta hun 2019 Nomor 2 Seri D); 

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2019 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi pa da Dinas Pendidikan Kota Bekasi 

(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 122 

Seri D). 

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka 

Belajar Da la m Penentuan Kelulusan Peserta Didik dan 

Pela ksanaa n Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 

Ajaran 2020 / 2021; 

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pela ksanaan Kebijakan 

Pendidika n dala m Masa Da rurat Penyebaran Corona 

Viru.s Disease (COVID- 19) ; 

3. Berita Acara Nomor 421/3332-Disdik-Renprog, 

Tanggal 6 Mei 2020 tentang Pembahasan Draft 

Peraturan Wa li Kota Bekasi tentang PPDB Tahun 

20 20/ 202 1. 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG TATA CARA 
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH 
MENENGAH PERTAMA, DAN SEKOLAH DISABILITAS 
TAHUN PELAJARAN 2020/2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W ali Kota Bekasi ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Pendidikan Kota Bekasi. 
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu 

bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. 
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Disabilitas, atau bentuk lainnya yang sederajat. 
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk 

satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum 
pada jenjang pendidikan dasar. 

8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah 
satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari 
SD, Madrasah Ibtidaiah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

9. Sekolah Disabilitas adalah salah satu bentuk satuan pendidikan sekolah 
luar biasa jenjang SD dan SMP serta layanan penyandang Disabilitas. 

10. Sekolah Pilihan adalah sekolah yang dipilih oleh calon peserta didik 
baru. 

11. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru pada TK, SD, SMP, 
dan Sekolah Disabilitas. 

12. Penerimaan Peserta Didik baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah 
penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, dan Sekolah Disabilitas. 

13. PPDB Online adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui 
komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pra 
pendaftaran, verifikasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi 
yang dapat diakses setiap waktu (real time), dan daftar ulang. 

14. PPDB Daring Mandiri adalah PPDB yang menggunakan sistem aplikasi 
komunikasi handphone ( Whatsapp/ Short Message Service) untuk 
penerimaan TK dan Sekolah Disabilitas dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan COVID-19. 

15. Rombongan belajar adalah kelompok yang terdaftar pada satuan kelas 
dalam satu satuan pendidikan. 

16. Surat keterangan nilai rata-rata rapor yang selanjutnya disingkat SKNRR 
adalah nilai rata-rata rapor mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi 
Pekerti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, ' . . 
Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Sem 
Budaya dan Prakarya, dan Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan 
Kesehatan, Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan 
dua), dan Kelas VI (semester satu) padajenjang SD/MI dan Paket A. 
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n . lllHHliskriminnt if: 
b . 11bjek1ir: 
l ' . trnnsµnrnn: 
ct . nkuntnbt.'I: dn11 
c• . bnkc·octilun . 

(2) Nundiskriminntif sC'b11gni111nnn di1n11ks ud pncln uynt (I) dikccu a lika n bagi 
8ek()\n h _vnn~ serum khu::rns mdnytt ni pescrto clidik dnri kc lompok gender 
11tnu ngnm:1 tcrtentu . 

P11snl ~ 

Tujunn Pernturnn Wnli Kotn ini untuk rnendorong pt.:ningka tan a k scs layan a n 
p1•ndidiknn dnn Sl'bngu i p~dornn n tdcnis dnlmn m c la ksn n uka n PPDB. 

BAB II 
TATA CARA PPDB 

.Buginn Kesn t.u 
Pcrsynn\ tan 

Purngrnf 1 
Tn m1111 Knnnk- K1:1nnk 

Pnsnl4 

Pers~rurnton rnlon pcsc rtn ctidik bnru pnciu TK Adnlnh : 
n. be rusiu 5 (limn) tnl\u11 A.lu u pnling rrnda h 4 (e mpa t.) ta hun untuk kclompo k 

A:don 
b . bcrusin 6 (t'nom) t.a hun n to u pnling rc ncln h 5 (lirnn ) tahun unt:uk kclompok 

B. 

Pnsn l 5 

Ookurncn udministrn~i yung disinpknn cn lon pcscrta clidik baru TK ada la h : 
n. nkte kt'lnhimn / surnt tnndn kC'nnl lnhir: 
b . k n rtu Urndn pl'ncluduk ornng tun / \\'nli ; dun 
r . kArtu kt lun rg:n . 



Paragraf 2 
Sekolah Dasar 

Pasal 6 

( 1) Persyaratan cal on pese r ta d idik baru kelas 1 (satu) SD adalah : 

a. berusia 7 (tujuh) tahun sam pai dengan 12 (dua belas) tahun; atau 

b. berusia pa ling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2020 . 

(2) Sekolah wajib me ne rima peserta diclik yang berusia 7 (tujuh) tahun 

sam pai dengan 12 (dua be las) Lahun . 

(3) Pengec ua lia n syarat us ia pa lin g rendah 6 (enam) tahun sebagaimana 

dimaksud pa da ayat ( 1.) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 

(enam) bulan pada tanggal 1 Ju li 2020 yang diperuntukkan bagi caJon 

peserta didik yan g memiliki potensi kece rdasan dan/atau bakat istimewa 

clan kesia pan psiki s yang dibuktikan dengan rekomendasi te rtulis dari 

psikolog prof esiona l. 

(4) Da lam hal psikolog profesional se bagai mana dimaksud pada ayat (3) tidak 

tersedia, rekomendasi dapat di la kuka n oleh dewan guru Sekolah . 

Pasal 7 

(1) Dokumen administrasi yang disiapka n calon peserta didik baru SD adalah : 

a . akte kelahiran/ surat tanda kenal la hir; 
b . kartu keluarga; clan 
c. surat pernyataan tanggung jawab mu tlak da ri orang tua/wali . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diteta pkan denga n Keputusan Wali Kota . 

Paragraf 3 
Sekolah Menengah Pertama 

Pasal8 

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah : 
a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2020; clan 

b. memiliki ijazah SD/ sederajat a tau dokumen lain yang menjelaskan telah 

menyelesaikan kelas 6 (enam) SD. 

Pasal9 

( 1) Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru SMP adalah : 

a. akte kelahiran/ surat tanda kenal lahir; 
b . kartu keluarga; 
c . SKNRR; clan 
d. surat pemyataan tanggungjawab mutlak dari orang tua/wali . 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota . 

Paragraf 4 
Sekolah Disabilitas 

Pasal 10 

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari : 

a . syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), clan 

Pasal 8 huruf a; clan 
b . ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b. 



Bagi an Ked ua 
Jalu r Penda ftaran PPDB 

Pa ragraf 1 
Umum 

Pasal 11 

(1 ) Pen daftaran PPDB dila ksana ka n melalui Jalu r sebagai berikut : 
a. Zonasi; 
b . Afirma si ; 
c . Pe rpinda h a n Togas Orang Tua/ Wa li; dan/ atau 
d . Prestasi. 

(2) J a lur Zonasi seba ga ima na d ima ks ud pa da ayat ( l) huruf a sebesar 50% 
(lima puluh persen) da ri daya tampung Sekola h . 

(3) Jalur Afirmasi seba ga ima na dima ksud pa da ayat ( 1) huruf b sebesar 25% 
(dua puluh lima pe rsen) da ri daya tampung Sekola h . 

(4) J a lur Perpinda h a n Tuga s Orang Tua/ Wa li sebagai ma n a di ma ks ud dengan 
ayat (1) huruf c s ebebesar 5% (lima pe rsen) da ri daya tampu ng Sekolah, 
terdiri atas : 
a . 2% (dua persen) diperuntukka n bagi perpinda han tugas ora ng 

tua/wali; dan 
b. 3% (tiga persen) diperuntukkan bagi a na k guru. 

(5) Jalur Prestasi sebagaimana dima ksud dengan ayat ( 1) huruf d sebanyak 
20 % (dua puluh persen) yang disedia kan untuk : 
a. prestasi dengan SKNRR sebanyak 18% (dela pa n be las pe rsen) ; 
b . bagi sekolah berbatasan dengan kabupaten/ kota lain , presta s i dengan 

SKNRR sebanyak 15% (lima belas persen) berasal dari Kata Beka si dan 
3% (tiga persen) dari luar kata yang berbatasa n langsung dengan Kata 
Bekasi; dan 

c . pestasi Akademik dan Non Akademik 1 % (satu persen) ; dan 
d. prestasi Tahfidz Al Qur'an 1 % (satu persen) . 

Pasal 12 

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d tidak 
berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik pada TK, kela s 1 (satu) 
SD. 

Pasal 13 

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dala m 
Pasal 11 dikecualikan untuk : 
a . Sekalah yang diselenggarakan oleh masyarakat; 
b. Sekolah Disabilitas; 
c. Sekolah Kerja Sama; 
d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan 
e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus . 

Paragraf 2 
Jalur Zanasi 

Pasal 14 

(1) Jalur Zanasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, 
diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di d a la m wilayah 

zanasi yang ditetapkan. 



(2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kuota bagi 

anak penyandang disabilitas. 

(3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 

(satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, terakhir terdata tanggal 1 

Juli 2019. 

(4) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berbasis jarak (radius) 

terdekat dari titik koordinat sekolah ke titik koordinat alamat dalam Kartu 

Keluarga calon peserta didik. 

(5) Setiap calon peserta didik memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk 

memilih Sekolah pada Jalur Zonasi. 

(6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi sesuai dengan 

domisili, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui 

Jalur Prestasi di luar lingkungan domisili peserta didik sepanjang 

memenuhi persyaratan. 

Paragraf 3 
Jalur Afirmasi 

Pasal 15 

(1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b 

diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi 

tidak mampu. 

(2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti 

keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan 

keluarga tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS). 

(3) Calon peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan calon 

peserta didik yang berdomisili di Kota Bekasi. 

Paragraf 4 
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali 

Pasal 16 

(1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, 

lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. 

(2) Kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dapat digunakan untuk 

anak guru. 

Paragraf 5 
Jalur Prestasi 

Pasal 17 

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi: 

a. prestasi SKNRR; 
b. pestasi Akademik dan Non Akademik; dan 
c. prestasi Tahfidz Al Qur'an. 



Pasal 18 

Prestasi SKNRR sebagaimana dirnak s ud dalam Pasal I 7 huruf a, 
m erupa ka n prestas i berdasa rkan nilai rata-rata rapor mata pelajaran 
Pendidika n Agam a dan Budi Pekeni, Pendidikan Pancasila dan 
Kewargan egaraa n , Ba hasa Indone s ia, Matematika , flm u Pengetahuan Alam, 
llmu Pengetahua n Sosial , Seni Bud aya dan Prakarya, dan Pendidika n 
J asma n i, Ola h Raga dan K(;se; hatan, Kclas IV (semester satu dan dua), Kelas 
V (se mes te r satu d a n d ua), da n Ke la ~ VI (se meste r satu) pad a jenjang SO / Ml 
da n Pa ket A. 

Pasal 19 

( l) Prcs tasi a kade mik sebaga ima na dimaksud dalam Pasal 17 huruf b , 
merupaka n pres tasi be rd asarkan hasil pe rlombaan dan / atau 
pengha rgaan d i bidang aka demik , pada kegjatan lomba Olimpiade Sain s 
Nasiona l (OSN) jenjang SD/ Ml, di tingkat nasionaJ , ti ngkat provinsi, 
d an /atau ti ngkat kabupaten /kota, melipu t i mata pelajaran : 
a. matematika; da n 
b . ilmu pengetahu a n a lam (IPA). 

(2) Bukti a tas prestasi sebagairnana dima ks ud pada ayat ( 1) d ite rbitkan 
pa ling singka t 6 (ena m) bula n da n paling la ma 3 (tiga) tah un sejak tanggaJ 
pendafta ran PPDB. 

Pasal 20 

(1) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 17 huruf b, 
m erupakan prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan / atau 
penghargaan di bidang non a kademik , pada kegjatan lomba seni dan olah 
raga jenjang SD/MI , di tingka t nasionaJ , ti ngkat provinsi , dan / atau 
tingkat kabupaten/kota, melipu ti : 
a. Olimpiade Olahraga Peserta Didik Nasional (02SN) ; 
b. Festival Loma Seni Peserta Didik Nasional (FLS2 N); 
c . Festival Olahraga Seni Pelajar Guru ; 
d . Pekan Olahraga Daerah (PORDA); 
e. Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ; dan 
f. kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resm1 dan diakui oleh 

kelembagaan olah raga daerah . 

(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diterbitkan 
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggaJ 
pendaftaran PPD B. 

(3) Bukti atas prestasi cabang olahraga wajib mendapatkan legaJisir dari 
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi, untuk prestasi 
sebagaimana pada ayat (1), huruf d , huruf e , dan huruf f. 

Pasal 21 

Prestasi tahfidz Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c 
merupakan prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, yang 
dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan 
Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi . 

Pasal 22 

(1) Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi dengan bukti sebagairnana 
dimaksud pada Pasal 18 , Pasa l 19 , dan PasaJ 20 diberikan tambahan 
pain. 



(.' ) Kr tr 11l11u11 lrllll\ l111 ~i ul nw11 gr· 111d pc:nn11 1bF1 hH11 pnin se baga.ima na 
di11111lrn 11tl pntl 11 uy1 tl (1). tlil r liipk1111 <knl-',Hll KepulLt t,1 iJll Wa li Kota. 

H11p:ifln l\c lig11 
l 'c-· l11k :•Hll1 llfll1 PPIJB 

l-'11r11µ;r1 1f' 1 
'1'11h 1ql l)1· l11k~nn1111n PPDH 

( I ) Pd11k:·H ll1!WII 1·1~Dn dltn11l11i cl!lri lnh11p : 
n . pcn~tun1um11n l.11h11p pc; luks11nur111 PPDB clil a kuka n sccara terbuka; 
b. prn µcnd11t'lnru11 don vnlrikm,i dnkumcn culon pescrta diclik; 
r . pc-ndnl'lunrn ; 
ct . :-ie le Im i ~c·8un i jn I u r p1.: ndu l'I 11 rn n; 
c' . pc.·11gu.-r,u1T,1111 pc netnpmt pcscr ln didik baru ; cl a n 
r. dnrtnr 11lnng. 

('..2 ) ~kkoluh y11ng cli:-H; lcnggn rnka n o leh Pcmc rint.a h Dae rah ticlak boleh : 
n . m clnkuknn pungu111n clnn/11l rrn sumba ngan yang tcrkait dengan 

prlnk~irn rH\n PPDB rnnup1111 p1; rpincl i-:d1 a n pcsc rta didik; clan 
b. rnclnkukc,n pun1~ulnn untuk rnc mbc li scragam a tau buku tertentu yang 

clik11ilknn dcngnn PPDB. 

Paragra f 2 
Pc ngumuman 

Pasal 24 

( l) Pengumun1an ta lrnpan pe lf;1ksanaa n PPDB se bagaimana dimaksud 
dnlam Pa.s i:d 23 ayat (1) huruf 1;1 dilakuka n oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Pt;ngumuman tahapan pela.ksa naa n PPDB sebagaimana dimaksud pada 
aynt ( t) pa ling sedikit mcmua t informa si sebagai berikut : 
a . rincia n ta.hap dirn waktu pela ksanaan PPDB; 
b. persya rata n calon pesert:a didik sesuai dengan jenjangnya; 
c . ta ngga l pm pendaftaran da n pendaftaran; 
d. ja lur pendaJtaran yang terdiri d a ri Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur 

Pcrpindahan Tugas Orang Tua /Wali, dan/atau Jalur Prestasi; 
e. jumla h daya tamping yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan 

kelas 7 (tujuh) SMP; da n 
f. ta ngga l penetapan pe ngumuma n basil proses seleksi PPDB. 

(4) Pengumuman ta hapa n pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada 
ayat. (3) diumumka n mela lui la ma n http://bekasi.siap-ppdb.com. 

(5) Pengumuman taha pa n pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada 
aya t (1) dan daya tampung yang tersedia kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 
(tujuh) SMP sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan 
dengan Keputusan Wa li Kota. 

Paragraf 3 
Pra Penda ftaran dan Verifikasi Dokumen 

Pa sal 25 

(1) Pra pendaftara n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, 
pada jer\jang SD dila kukan dengan cara calon peserta didik baru 
rnengunggah dokumen melalui laman http:/ /bekasi.siap-ppdb.com, meliputi: 
a . akte kelahiran/ surat tanda ken a l la hir; 



b . kartu keluarga; 
c. surat penugasan da ri instans i, lembaga, kantor, atau pcru sohaan 

yang mempekerjakan bagi Jalur Perpind a h a n Tu gas Orang Tuc.1 / 
Wali; dan 

d. surat pernyataan tanggung jawa b mutlak dari orangtua/ waJi . 

(2) Pra pendaftaran Pasal 23 ayat (1) huruf b, pada jenj a n g S MP dila kukan 
dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen mela lui 
laman http:/ /bekasi.siap-ppdb.com, m eliputi : 
a. akte kelahiran/ surat tanda kenal lahir; 
b. kartu keluarga; 
c. sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akad emik dan Non Akademik 

dan Prestasi tahfidz Al Qur'an; 
d. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang 

mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua /Wa li ; 
e. surat keputusan pengangkatan sebagai guru negeri d a n guru swasta 

bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua /Wa li; dan 
f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/ wali . 

Pasal26 

(1) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
huruf b, merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap 
keabsahan dokumen yang telah diunggah oleh calon peserta didik baru. 

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Dinas. 

(3) Verifikasi sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akademik dan Non 
Akademik dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan untuk menentukan 
tambahan poin bagi calon peserta didik baru . 

(4) Hasil verifikasi dapat dilihat secara terbuka pada laman 
http:/ /bekasi .siap-ppdb.com. 

(5) Bukti hasil verifikasi dapat diunduh pada http:/ /bekasi.siap-ppdb.com. 

(6) Pada dokumen hasil verifikasi, sebagaimana pada ayat (5), terdapat 
nomor yang digunakan selanjutnya pada tahap pendaftaran. 

Paragraf 4 
Pendaftaran 

Pasal27 

(1) Pendaftaran pada jenjang TK dan Sekolah Disabilitas dilakukan PPDB 
Daring Mandiri. 

(2) Pendaftaran pada jenjang SD dan SMP dilakukan PPDB Online. 

Pasal28 

Pendaftaran pada jenjang SD melalui PPDB Online, dilakukan dengan cara : 
a. membuka laman http:/ /bekasi.siap-ppdb.com; 
b. memasukkan nomor pendaftaran; 
c . memilih SD yang dituju; dan 
d. memilih jalur yang akan ditempuh, Meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, 

dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. 



Pcndaflan:.t n pud u j1•11jung SM P mel ,.il u1 r,,PfJJJ Online, dilakuk.&n dengan cara · 
a. membuka IDmnn http:// b<'kLJ 'i l s1:1p prdb.com , 
b. rnemrrnu kknn numor pend a f1ani n ; 
c. mem ilih ju lur ya ng c1kun d1t t rnp uh , mc;liputi .J~lur u mr-i..,1 , ,falur Afirmas1, 

,Ju lur Pcrpind 1:1h1-1n Tugas ()rr1ng Tu8 / Wal1 , dan ,falur Pre~t..a ..,, , dan 
d . mtmi lih SMP yti n~ diLuju . 

Pasal 10 

(I) Ca Ion pesc rta d id ik boru p,1d,1 jc:njang S D mc:mil1k1 kcsempcit.Bn un tu k 
memil ih sc kola h yu ng dituj u se banyak 2 (dua) kali selama masa 
pen du fla ra n . 

(2 ) Calon pese rla d id ik ba ru pada kcHc mpatan pertama mem ilih SD yang 
d ituju Lidak d ite ri ma, m c1 ka dapa t menggunakan kese mpatan kedua 
un tuk mem ilih SD la innya . 

Pasal 3 1 

(1) Ca lon peserta didik baru pada jenjang S MP me miliki kesempatan untuk 
mernilih sekola h yang dituju scbanya k 2 (dua) ka li sela ma masa 
penda fta ra n . 

(2) Calon peserta didik ba ru pada kese mpatan pertama dengan Jalur 
Zonasi m emilih SMP ya ng dituju tidak dite rima, maka dapat 
menggunakan kesempa la n kedua de ngan Jalur Zonasi untuk memilih 
SMP lainnya . 

(3) Calon peserta didik baru pada kese mpatan pertama dengan Jalur Zonasi 
memilih SMP yang dituju tida k diterima, m a ka dapat menggunakan 
kesempatan kedua dengan Jalur Prestasi . 

(4) Calon peserta didik baru pada kesempatan pertama dengan Jalur 
Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tu a / Wali, dan, da n Jalur 
Prestasi memilih SMP yang dituju tidak d iterima, maka dapat 
menggunakan kesernpatan kedua dengan menggunakan jalur yang sama , 
untuk memilih SMP lainnya . 

Pasal 32 

Pendaftaran pada jenjang SD melalui PPDB Online sebagaimana diatur pada 
Pasal 28 dan pendaftaran pada jenjang SMP melalui PPDB Online sebagaimana 
diatur pada Pasal 29, dapat dibuka kembali apabila terdapat daya tampung yang 
belum terpenuhi dan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan wajib belajar 9 (sembilan) tahun . 

Pa ragraf 5 
Seleksi 

Pasal33 

(1) Seleksi Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali 
untuk calon peserta didik ba ru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan 
kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut : 
a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l); dan 
b. jarak tempat tinggal terdeka t ke Sekolah . 

(2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun 
sampai dengan 12 (dua belas) tahun bagi warga Kata Bekasi. 



(Jl , h k :1 u ~in n d n n ~W~tT!n d1J 1k :-. t·li.q,.! ,111 1H111 11 d1i1111k s 11cl p. 1d 11 nyu t ( t) 
sn n m . 111n k n P<' l\ t't1 t tw11 pc:wrt. 1 d1d1I-- d1d ,1s1 11 kn 11 11r1clu J!lntk tt: mµ ut 
tinggnl cn lo11 pc~wn u did1 k v.111 i,.:; tcn lck.11 dc- 11~1t 11 S<'k1>l. ll 1 

(4 ) Bn.gi cnlon pcsc:r tu rlirl1 k untu k Jt' 11.1n 11~ s 11 dun luur kotn vung be rbn tusn ll 
lnngsung dcng:111 Knt,\ l1 C' kus1 di~c•kksi lwrd;1 s1 11·kd11 .Jn lur Zonosi dc 11ga n 
kuotn J'' o (t i~,1 pcrsc n ). 

fl11su l .H 

( 1) ~ekksi ,Jn lur Zunnsi cn \c)ll 1wsc rt n did1k bnru ke lns 7 (t UJUh) SMP 
dilnkukn n dcn gun nwrnprin r itu s kn 11 jllrn k kn1 pn l t1nggn l , be rd t:isnrkun 
ritik koo rdirrnt tcrdckn t kt· ~l'i{1)ltt h . 

(2) Jiku jara k tt:' m pul tin@H I co lon pt• :-;ert n diclik ck 11g11n Sckola h sc bngaima na 
dimnksud pn.dn 11>·11 1 (I) snmn, m 11kn sckk~i u 11t uk p1: nwnuh An kuo t.a / dayu 
tnmpung tcrnkhir m t· n ggun u kttn us iu pcse ru1 didik yang lcbih tua 
berda snrknn sum t kt·tcrnngJ 111 lnhir 11 tu u 11 kt ri kt'l nh irnn . 

(3) J ika ja rnk te rn.pu t tin ggs l rn lon pcsc..: rt u ctidik dcngan Sckola h 
sebagaima n A. dirnuksud pudu t1ya t (I) ::;n mn cl a n u s ia sc bagaiman a 
dimaksud pnda a yn t (2) sumn, mako sclcks i untuk pcmenuha n kuota/ 
daya ta mpung tcn:1khir mcnggunak11n Prcst a si SKNRR . 

(4) Bagi calon peserln didik untuk jc njang SMP da ri lunr kola yan g bcrba tasan 
langsung dengan Kuta Beknsi disclcksi bcrdn::;orka n Jalur Prestasi SKNRR 
dengan m emprioritaskan ja m k tempnl Lingga l, bc rda sa rka n ti tik koordi nat 
terdekat ke Sekola h , deng~ kuota 3% (Lign perscn) . 

Pasal 35 

(1) Seleksi J a lur Afirmasi berdasarka n ve rifikcts i Data Terpadu Keseja hte raan 
Sosial (DTKS) . 

(2 ) Jika Jalur Afin11asi sebagaimana dima ksud pada ayat (1) melebihi 
pemenuhan kuota maka seleksi terakhir menggunakan usia peserta didik 
yang lebih tua berdasarkan surat keterangan la hir atau a kta kela hiran dan 
jarak tempa t tingga l, berda sa rka n titik koordinat terdekat ke Sekolah. 

Pasal36 

(1) Seleksi Jalur Perpinda h a n Oran g Tua/ Wa li dila kukan berdasarkan 
verifikasi surat penugasan da ri insta nsi , lembaga, kantor, atau 
perusahaan yang mempeke tj akan da n surat keputusan pengangkatan 
sebagai guru negeri da n guru swasta. 

(2) Jika Jalur Perpinda h a n Orang Tua/ Wa li sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) m elebihi pem enuhan kuota m a ka seleksi terakhir m enggunakan 
usia peserta didik yang lebih tua be rdasa rka n surat. ketera nga n lahir atau 
akta kela hira n da n Prestasi SKNRR. 

(1) 

Pasal 37 

Seleksi J a lur Prestasi SKNRR dilakukan berdasarkan nilai tertinggi rata
rata ra por m a ta pelajaran Pendidika n Aga ma dan Budi Pekerti , Pendidikan 
Pancasila dan Ke·wa rganegaraan. Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu 
Penge ta hua n Alam. llmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, 
da n Pendidika n Jasmani. Olah Raga dan .Keseh atan , Ke la s IV (semester 
satu da n dua ), Kela s V (semester satu dan dua), da n Kelas VI (semester 

satu) padn jenjang SD/ MT da n Pa ket A. 



(2) Jika nilai Prestasi SK NRR sebaga ima na dima ks ud pada ayac (1) sama, 

maka seleks i lerakhir menggun a ka n nila i terlinggi mata pelajaran 

Matematika dan u s ia pcsc r ta didik yan g lebih tua berdasarkan surat 
keterangan la hir a tau a k ta kcla hiran . 

Pasa l 38 

(1) Seleksi Jalur Pres tasi Akadem ik d a n Non Akademik , dan Prestasi 

Tahfidz Al Qur'an dilakuka n be rdasa rka n tambahan porn yang 
tertinggi. 

(2) Jika tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sama, maka 

seleksi terakhir men gguna ka n us ia peserta didik yang lebih tua 

berdasa rka n surat keterangan la hir atau a kta kelahiran da n Prestasi 
SKNRR. 

Pasal39 

Hasil seleksi sebagaimana dima ksud pada Pasa l 33, Pasa l 34, Pasal 35, Pasal 

36, Pasal 37 dan Pasal 38 muncu l secara sistemik dan realtime pada laman 
http:/ /bekasi .siap-ppdb.com. 

Paragraf 5 
Pengumuman Penetapa n 

Pasa\40 

(1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diunggah pada laman 
http:/ /bekasi.siap-ppdb.com. 

Paragraf 6 
Daftar Ulang 

Pasal 41 

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f dilakukan 

oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan 

statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang dituju , dengan cara klik 

tombol Daftar Ulang pada laman http:/ /bekasi .siap-ppdb.com. 

BAB III 
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK 

Pasal42 

(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah di Kota Bekasi dan dari k-abupaten / 

kota/provinsi lain dilaksanakan atas dasar ketentuan yang berlaku. 

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui 

Dapodik. 

BAB IV 
TIM PELAKSANA PPDB 

Pasal 43 

(1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 22 dikelola c•leh Tim 

Pelaksana PPDB. 



(2) Tim Pelaksana PPDB sebagaimana d imaksud ayar ( 1) d ite tapkan dengan 
Keputusan Kepala Dinas. 

BAB V 
PEMBIAYMN 

Pasal 44 

(1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam Proses PPDB dibebankan kedalam 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun An&,oaran 2020 dan 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

(2) Sekolah menyediakan segala kebutuhan d alam proses PPDB tahun 
pelajaran 2020 / 202 1. 

BAB V1 
PELAPORAN DAN PENG A WASAN 

Pasal 45 

(1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta 
didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada 1':epala Dinas 
Pendidikan. 

(2) Sekolah \Vajib melakukan pengisian. pengiriman, dan pemutakhiran data 
peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 

(3) Dinas Pendidikan menerima dan menindaklanjuti laporan masYarakat 
terkait pelaksanaan PPDB. 

(4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam 
pelaksanaan PPDB melalui laman http: / / bekasi.siap-ppdb.com. 

BAB V1I 
SA.l~KSI 

Pasal 46 

Pemalsuan terhadap : 
a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 9 

huruf b ; dan 
b. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan 

Pasal 21, 
dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 47 

Pelanggaran terhadap Peraturan Wali Kota ini dikenai sanksi sesuai dengcm 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlak'U pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam S erita Daerah Kota Bekasi 

Diteta kan di Bekas i 
,,,-::;;~~~ gal ! y 1·, e i 2 u 2 u 

Diundangkan di Bekasi 
pad a tanggal 1 9 ,11 e i 'LO 'L LJ 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 

TTD/CAP 

RENY HENDRAWATI 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 34 SERIE 
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